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Lampiran. 2
Peraturan Perundang-Undangan

UU 10 Tahun 2016

Pasal 7

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. dihapus;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara,;

I. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Wallikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon
Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

0. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah
yang sama;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon;
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g. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat
Walikota;

r. dihapus;

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil
serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
peserta Pemilihan; dan

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 40

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika
telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan

2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan
calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan
pembulatan ke atas

3. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon

5. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Pasal 41

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak
pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai
dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh
persen)

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pmilih tetap lebih dari
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen
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d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam
setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi
dimaksud.

2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat
dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar
pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling
sedikit 10% (sepuluh persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus
ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam
setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di
kabupaten/kota dimaksud.

3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk
surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang
menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum
dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau
kabupaten/kota dimaksud.

4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu)
pasangan calon perseorangan.

Pasal 42

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU
Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan

2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh
Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

4. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh
Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai
Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik
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tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus
Partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 45

1. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Wallikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf g, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi,
dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal
atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4.tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

5.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan

6.tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. fotocopy:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang
dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf m;

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
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e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan
Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan
gabungan Partai Politik;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g. naskah visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan KPU

PKPU 9 tahun 2016
Pasal 4 ayat 1 bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Walikota dan Wakil Walikota;

€. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter,
ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa
levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

f1.bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara
kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi
Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5
(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

f2.bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan
seksual terhadap anak;

g.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

h.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
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i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

k.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

I. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil
Walikota, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah
pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama
5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 %2
(dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

n

jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan
Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil
Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan
Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;

3. dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua)
kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam
jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan
yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 %2 (dua setengah) tahun masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
yang bersangkutan; dan

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4,
berlaku untuk:

a..jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui
Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau
kabupaten/kota;

n. belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon
Wallikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon
Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di
daerah yang sama;

0. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:

1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di
kabupaten/kota lain;
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2. dihapus;

3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau
Wakil Gubernur di provinsi lain;

0l. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau
Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota;

g. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan
lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

t.  berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum
pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Pasal 42

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan
Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model
B- KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan
menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

C. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
f, huruf f1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf o1, huruf g, huruf r, huruf s dan huruf t
menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

d. dihapus;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. dihapus;

h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU,
KPU - 33 - Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
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Panwas Kabupaten/Kota; i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal
4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan:

1. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon;

2. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik; atau

3. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara
wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani
pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

il. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f1, wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari: a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
i2. dihapus;

j- surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak
pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf h, yang dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan
Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang
bersangkutan;

I. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
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sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf j;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I;

ol. surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati
atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai
Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon
Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

r. fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
u. dihapus;
v. dihapus;

w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4
(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2
cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

x. dihapus;
x1. dihapus; dan
y. dihapus.

(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan
Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat
keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
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a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan
diri di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri
atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d; dan

f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d sedang diproses oleh pejabat
yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon. (5)
Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
Pasal 43

(1) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan
Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;

b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan
Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model
B.3- KWK Parpol;

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan
Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan
formulir Model B.4- KWK Parpol;

e. dihapus; dan

f. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

Q).

(2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. dihapus;
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C. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan
Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK
Perseorangan;

d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan
Calon;

e. dihapus; dan

f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42.

PKPU 7 Tahun 2016

Berikut adalah tahapan-tahapan sesuai jadwal Pilkada 2017 secara lebih

terperinci dari lampiran Peraturan KPU No. 7 Tahun 2019 tentang Jadwal Pilkada 2017:

JADWAL
NO KEGIATAN
awal Akhir
PERSIAPAN
1. [PERENCANAAN PROGRAM DAN 22 Mei 2016
ANGGARAN
2. |PENYUSUNAN DAN
PENANDATANGANAN NASKAH 15 September 2016
PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
3. |PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN 15 September 2016
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
4. |a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT 30 April 2016 11 Februari 2017
b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS
KEPADA KPU ) )
PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP 30 April 2016 14 Februari 2017
KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS
5. |PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS
a.Pembentukan PPK dan PPS 21 Juni 2016 20 Juli 2016
b.Pembentukan KPPS 15 Nopember 2016 14 Januari 2017
6. |PEMANTAUAN PEMILIHAN
Pendaftaran Pemantau Pemilihan 1 Juni 2016 2 Januari 2017
7. |PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK
POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN (DP4)
a.Penerimaan DP4 dan DAK2 12 Juli 2016 15 Juli 2016
b.Analisis DP4 16 Juli 2016 22 Juli 2016
c.Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih )
Pemilu/Pemilihan Terakhir 23 Juli 2016 12 Agustus 2016
d.Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan
Hasil Sinkronisasi 13 Agustus 2016 16 Agustus 2016
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Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

e.Pengumuman Hasil Analisis DP4

18 Agustus 2016

18 Agustus 2016

8. |PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH
a.Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada 18 Agustus 2016 7 September 2016
PPS
b.Pemutakhiran:
1) Pembentukan dan bimbingan 6 Agustus 2016 5 September 2016
teknis PPDP
2) Pencocokan dan penelitian 8 September 2016 7 Oktober 2016
3) Penyusunan daftar pemilih hasil
pemutakhiran 8 Oktober 2016 21 Oktober 2016
4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat
desa/kelurahan dan 22 Oktober 2016 24 Oktober 2016
penyampaiannya beserta daftar
pemilih hasil pemutakhiran ke
PPK
5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat kecamatan
dan penyampaiannya kepada 25 Oktober 2016 26 Oktober 2016
KPU/KIP Kabupaten/Kota
JADWAL
NO KEGIATAN awal AR

6)  Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat
kabupaten/kota untuk ditetapkan
sebagai

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

27 Oktober 2016

2 Nopember 2016

7)  Rekapitulasi daftar pemilih hasil
pemutakhiran tingkat provinsi
untuk ditetapkan sebagai DPS

2 Nopember 2016

3 Nopember 2016

8) Penyampaian DPS kepada PPS

3 Nopember 2016

9 Nopember 2016

9) Pengumuman dan tanggapan
masyarakat terhadap

DPS

10 Nopember 2016

19 Nopember 2016

10) Perbaikan DPS

20 Nopember 2016

24 Nopember 2016

11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan
tingkat desa/kelurahan dan
penyampaiannya beserta DPS
hasil perbaikan kepada PPK

25 Nopember 2016

27 Nopember 2016

12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan
tingkat kecamatan dan
penyampaiannya kepada
KPU/KIP
Kabupaten/Kota

28 Nopember 2016

29 Nopember 2016
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13) Penyampaian Rekapitulasi DPS
hasil perbaikan tingkat
desa/kelurahan dan DPS hasil
perbaikan kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota

28 Nopember 2016

29 Nopember 2016

14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a) Rekapitulasi DPS hasil
perbaikan tingkat
kabupaten/kota untuk
ditetapkan sebagai DPT

30 Nopember 2016

6 Desember 2016

b) Penyampaian DPT kepada PPS

7 Desember 2016

17 Desember 2016

¢) Rekapitulasi DPT tingkat
provinsi

7 Desember 2016

8 Desember 2016

d) Pengumuman DPT oleh PPS

17 Desember 2016

15 Februari 2017

PENYELENGGARAAN

SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

a. Penetapan rekapitulasi DPT
Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar
penghitungan jumlah minimum
dukungan persyaratan pasangan calon
perseorangan

22 Mei 2016

22 Mei 2016

b. Pengumuman penyerahan syarat
dukungan

20 Juli 2016

2 Agustus 2016

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur:

1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

3 Agustus 2016

7 Agustus 2016

2) Penelitian jumlah minimal dukungan
dan sebaran

3 Agustus 2016

9 Agustus 2016

3) Penelitian administrasi dan analisis
dukungan ganda

4 Agustus 2016

17 Agustus 2016

d. Penyampaian syarat dukungan kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota

18 Agustus 2016

20 Agustus 2016

e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil
Walikota:

1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota

6 Agustus 2016

10 Agustus 2016

2) Penelitian jumlah minimal dukungan
dan sebaran

6 Agustus 2016

12 Agustus 2016

3) Penelitian administrasi dan analisis
dukungan ganda

7 Agustus 2016

20 Agustus 2016

f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota kepada PPS

21 Agustus 2016

23 Agustus 2016

g. Penelitian faktual di tingkat
desal/kelurahan

24 Agustus 2016

6 September 2016

h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan

7 September 2016

9 September 2016
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JADWAL

NO KEGIATAN awal AKNir
i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota 10 September 2016 12 September 2016
j. Rekapitulasi di tingkat provinsi 13 September 2016 15 September 2016
2. |PENDAFTARAN PASANGAN CALON

a. Pengumuman pendaftaran Pasangan
Calon

14 September 2016

20 September 2016

b. Pendaftaran Pasangan Calon

21 September 2016

23 September 2016

¢. Pengumuman dokumen syarat Pasangan
Calon di laman KPU untuk
memperoleh tanggapan dan masukan
masyarakat

23 September 2016

29 September 2016

d. Pemeriksaan kesehatan

21 September 2016

27 September 2016

e. Penyampaian hasil pemeriksaan
kesehatan

27 September 2016

28 September 2016

f. Penelitian syarat pencalonan untuk
Pasangan Calon yang diajukan oleh
Partai Politik dan Gabungan Partai

Politik

21 September 2016

23 September 2016

g. 1) Penelitian syarat calon untuk
Pasangan Calon yang
diajukan oleh Partai Politik dan

Gabungan Partai Politik dan untuk
Pasangan Calon Perseorangan

23 September 2016

29 September 2016

2) Penelitian syarat pencalonan untuk
Pasangan Calon Perseorangan

23 September 2016

29 September 2016

h. Pemberitahuan hasil penelitian

30 September 2016

1 Oktober 2016

i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau
syarat calon:

1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan
Pasangan Calon perseorangan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

29 September 2016

1 Oktober 2016

2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari
Partai
Politik/gabungan Partai Politik dan
perseorangan

30 September 2016

4 Oktober 2016

j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat
Pasangan

Calon di laman KPU

4 Oktober 2016

5 Oktober 2016

k. Penelitian hasil perbaikan:

1)  Penelitian perbaikan syarat
dukungan pasangan calon
perseorangan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota:

a) Penelitian jumlah minimal
dukungan dan sebaran

29 September 2016

3 Oktober 2016
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b) Penelitian administrasi dan
analisis dukungan ganda

29 September 2016

9 Oktober 2016

c) Penyampaian hasil analisis
dugaan ganda dan syarat
dukungan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota kepada PPS
melalui PPK

10 Oktober 2016

11 Oktober 2016

d) Penelitian faktual di
tingkat desa/kelurahan

12 Oktober 2016

17 Oktober 2016

e) Rekapitulasi jumlah
dukungan di tingkat
kecamatan

18 Oktober 2016

19 Oktober 2016

f)  Rekapitulasi jumlah
dukungan di tingkat
kabupaten/kota

20 Oktober 2016

21 Oktober 2016

g) Rekapitulasi jumlah
dukungan di tingkat provinsi

22 Oktober 2016

23 Oktober 2016

2) Penelitian perbaikan syarat calon

5 Oktober 2016

11 Oktober 2016

l. Penetapan Pasangan Calon 24 Oktober 2016 24 Oktober 2016
m. Pengundian dan pengumuman nomor
urut Pasangan 25 Oktober 2016 25 Oktober 2016
Calon
JADWAL
NO |KEGIATAN awal AKNir
3. |SENGKETA TUN PEMILIHAN

a. Pengajuan permohonan sengketa
di Bawaslu

Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota

Paling lama 3 (tiga) ha ri kerja sejak keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota diteta pkan

b. Perbaikan permohonan sengketa |Paling lama 3 (tiga) ha ri kerja sejak pemberitahuan
kekura nglengkapan permohonan

C. Penyelesaian sengketa dan Paling lama 12 (dua be las) hari kerja sejak

putusan diterimanya permohon an

d. Pengajuan gugatan atas sengketa |Paling lama 3 (tiga) ha ri kerja sejak putusan

tata usaha negara

Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota

e. Penggugat dapat memperbaiki
dan melengkapi gugatan

Paling lama 3 (tiga) ha ri kerja sejak diterimanya
gugatan ol eh PT TUN

f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PT TUN) memeriksa dan memutus
gugatan

Paling lama 15 (lima b elas) hari kerja sejak
gugatan dinyatakan le ngkap

g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau
KPU/KIP

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
putusan PT TUN

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT
TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pem ungutan suara

h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)

Paling lama 5 (lima) ha ri kerja sejak diterbitkannya
putusa n PT TUN
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i MA memeriksa dan memutus
perkara kasasi

Paling lama 20 (dua p uluh) hari kerja sejak
permohonan kasasi dit erima

j- KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau
KPU/KIP

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
putusan MA

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA
sepanjang tidak melew ati 30 (tiga puluh) Hari
sebelum hari pemung utan suara

4. |KAMPANYE
a. Kampanye 28 Oktober 2016 11 Februari 2017
b. Debat publik/terbuka antar 28 Oktober 2016 11 Februari 2017
Pasangan Calon
c. Kampanye melalui media masa, . .
cetak dan elektronik 29 Januari 2017 11 Februari 2017
d. Masa tenang dan pembersihan alat] 12 Februari 2017 14 Februari 2017
peraga
5. |LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
a. Penyerahan Laporan Awal Dana 27 Oktober 2016 27 Oktober 2016
Kampanye (LADK)
b. Pengumuman penerimaan LADK 28 Oktober 2016 28 Oktober 2016
c. Penyerahan Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana 20 Desember 2016 20 Desember 2016
Kampanye (LPSDK)
d. Pengumuman penerimaan LPSDK | 21 Desember 2016 21 Desember 2016
e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana 12 Februari 2017 12 Februari 2017
Kampanye (LPPDK)
f. Penyerahan LPPDK kepada
Kantor Akuntan Publik 13 Februari 2017 13 Februari 2017
(KAP)
g. Audit LPPDK 13 Februari 2017 27 Februari 2017
h. Penyampaian hasil audit LPPDK
kepada KPU . .
28 F 2017 28 F 2017
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 8 Februari 20 8 Februari 20
Kabupaten/Kota
i Penyampaian hasil audit kepada 1 Maret 2017 3 Maret 2017
Pasangan Calon
j- Pengumuman hasil audit 1 Maret 2017 3 Maret 2017
6. |PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
a. Proses pengadaan perlengkapan )
pemungutan dan penghitungan suara 3 Nopember 2016 15 Januari 2017
b. Produksi dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan 25 Nopember 2016 14 Februari 2017
penghitungan suara
JADWAL
NO |KEGIATAN awal AKhir
7. |PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

a. Penyampaian pemberitahuan kepada
pemilih untuk memilih di TPS

6 Februari 2017

12 Februari 2017
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b. Pemungutan dan penghitungan 15 Februari 2017 15 Februari 2017
suara di TPS
C. Pengumuman hasil penghitungan 15 Februari 2017 21 Februari 2017
suara di TPS

d. penyampaian hasil penghitungan suara
dari KPPS kepada PPS

15 Februari 2017

15 Februari 2017

e. Pengumuman hasil penghitungan
suara per TPS oleh

PPS di desa/kelurahan

15 Februari 2017

21 Februari 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA

a. Penyampaian hasil penghitungan
suara kepada PPK

15 Februari 2017

17 Februari 2017

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat kecamatan dan penyampaian
hasil rekapitulasi ke

KPU/KIP Kabupaten/Kota

16 Februari 2017

22 Februari 2017

c. Rekapitulasi, penetapan dan
pengumuman hasil penghitungan
suara tingkat kabupaten/kota untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan

Wakil Walikota

22 Februari 2017

24 Februari 2017

d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil
penghitungan suara tingkat
kabupaten/kota untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur

22 Februari 2017

24 Februari 2017

e. Rekapitulasi, penetapan dan
pengumuman hasil penghitungan
suara tingkat provinsi untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur

25 Februari 2017

27 Februari 2017

PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH TANPA
PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP)

a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Walikota dan

Wakil Walikota Terpilih

8 Maret 2017

10 Maret 2017

b. Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Terpilih

11 Maret 2017

13 Maret 2017

10.

SENGKETA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP)

Mengikuti jadwal dala m Peraturan Mahkamah
Konstitusi

11.

PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH SETELAH

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Paling lama 3 (tiga) Ha ri setelah penetapan,
putusan dismisal atau putusan Mahkamah

Konstitusi dibacakan

12.

PENGUSULAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN PASANGAN

CALON TERPILIH

a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota Terpilih:

1) Tidak ada permohonan PHP

9 Maret 2017 11 Maret 2017
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2) Permohonan PHP

Paling lama 3 (tiga) Ha ri setelah penetapan
pasangan calon terpili h setelah putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11

b. Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih:

1) Tidak ada permohonan PHP

12 Maret 2017 14 Maret 2017

2) Permohonan PHP

Paling lama 3 (tiga) Ha ri setelah penetapan
pasangan calon terpili h setelah putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11

13.

EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN

a. Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil

Walikota

1) Tidak ada permohonan PHP

12 Maret 2017 12 Juni 2017

2) Permohonan PHP

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan
pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih

sebagaimana dimaksud dalam angka
12 huruf a angka 2

Kemudian, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016 tentang Jadwal Pilkada 2017

memuat tentang aturan penjelasan setiap tahapan Pilkada tahun 2017:

Pasal 20

(1) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat
dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

b.verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1KWK Perseorangan dengan daftar
pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

bl. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK
Perseorangan;

c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung dan/atau status perkawinan; dan

327



g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon
perseorangan.

(3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak bermaterai dan/atau tidak
ditandangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, wajib diperbaiki pada masa
perbaikan dengan membubuhkan materai dan/atau menandatangani Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan.

(4) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal
lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan
ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

(6) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

(7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan
fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan
tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(8) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan
tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan
pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa
atau sebutan lain/kelurahan.

(9) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

(10) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang
berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat
desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya,
untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

(11) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi
administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan

(12) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
dan

c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 20A

(1) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, tetapi tidak
sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir
dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
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berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data
pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas
kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau

c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka
dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

(3) Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita
Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.

(5) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) huruf b1, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-
KWK Perseorangan;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN 3

Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2019
No nama unit layanan produk layanan nilai Keterangan
1 dinas pekerjaan umum 14.50
dan penataan ruang produk layanan 1 '
2 | DPMPTSP produk layanan 1 | 70.00

produk layanan 2 | 82.00

produk layanan 3 | 76.00

produk layanan 4 | 70.00

produk layanan 5 | 82.00

produk layanan 6 | 82.00

produk layanan 7 | 67.50

produk layanan 8 | 88.00

produk layanan 9 | 82.00

p1>[)oduk layanan 82.00
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produk layanan

11 82.00
E;OdUK layanan 76.00
E;oduk layanan 8200
Fl)L,OdUK layanan 70.00
rl)goduk layanan 70.00
rl)goduk layanan 70.00
Er70duk layanan 76.00
E;oduk layanan 82.00
E;oduk layanan 8200
g(r)oduk layanan 70.00
grloduk layanan 8200
g;oduk layanan 76.00
gr30duk layanan 70.00
gzoduk layanan 8200
2r50dUk layanan 76.00
ggoduk layanan 70.00
2r70duk layanan 82.00
gzrgoduk layanan 82.00
grgoduk layanan 70.00
g(r)oduk layanan 94.00
grloduk layanan 82 00
grzoduk layanan 8200
grsoduk layanan 20.00
g;oduk layanan 76.00
grsoduk layanan 76.00
ggoduk layanan 82.00
produk layanan 82.00

37
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produk layanan

38 76.00
ggoduk layanan 85.00
ZE)OdUk layanan 82.00
Z;_OdUK layanan 82.00
Z;oduk layanan 70.00
Z;oduk layanan 82.00
zzoduk layanan 76.00
zrsoduk layanan 82.00
zgoduk layanan 88.00
2r70duk layanan 76.00
eroduk layanan 76.00
Zsr)oduk layanan 8200
g(r)oduk layanan 8200
grloduk layanan 88.00
ngOdUk layanan 88.00
g;oduk layanan 76.00
gzoduk layanan 88.00
grsoduk layanan 88.00
ggoduk layanan 76.00
Nilai rata-rata 77.77
Zona kepatuhan Kuning
Panduan kategorisasi 0-50 | Rendah
51-80 | sedang
81-100 | Tinggi

Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat

Tahun 2018
No nama unit layanan Produk layanan Nilai Keterangan
. produk layanan 1 10.50
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dinas pekerjaan umum dan

produk layanan 2

10.50

penataan ruang produk layanan 3 16.50
DPMPTSP produk layanan 1 44.50
produk layanan 2 38.50
produk layanan 3 38.50
produk layanan 4 38.50
produk layanan 5 38.50
produk layanan 6 38.50
produk layanan 7 20.50
produk layanan 8 38.50
produk layanan 9 20.50
E(r)oduk layanan 20.50
Erloduk layanan 44 50
Erzoduk layanan 38.50
Er30duk layanan 38.50
ELOdUK layanan 38.50
Ersoduk layanan 38.50
pl)goduk layanan 44.50
pl);oduk layanan 38.50
pl)rsoduk layanan 38.50
pl)goduk layanan 4450
g(r)oduk layanan 38.50
grloduk layanan 38.50
g;oduk layanan 20.50
g;oduk layanan 38.50
FZ)EI.OdUK layanan 38.50
Sgoduk layanan 44,50
ggoduk layanan 38.50
g;oduk layanan 38.50
g;oduk layanan 38.50
produk layanan 38.50

29
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produk layanan
30 38.50
produk layanan
31 38.50
produk layanan
32 38.50
produk layanan
33 38.50
produk layanan
34 20.50
produk layanan
35 20.50
produk layanan
36 56.50
produk layanan
37 38.50
produk layanan
38 38.50
produk layanan
39 56.50
produk layanan
20 56.50
3 dinas pendidikan dan produk layanan 1 10.50
kebud
ehudayaan produk layanan 2 10.50
produk layanan 3 16.50
produk layanan 4 10.50
produk layanan 5 10.50
4 Dinas tenaga kerja daerah | produk layanan 1 34.00
produk layanan 2 34.00
Nilai rata-rata 33.60
Zona kepatuhan
Panduan kategorisasi 0-50 Rendah
51-80 Sedang
81-100 Tinggi

Tabel Nilai Hasil Survey Uji Kepatuhan Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat

Tahun 2019
No nama unit layanan produk layanan Nilai Keterangan
1 dinas kesehatan produk layanan 1 29.50
produk layanan 2 23.50
2 Dinas PU PR produk layanan 1 32.00
produk layanan 2 8.00
3 DPMPTSP produk layanan 1 79.50
produk layanan 2 73.50
produk layanan 3 73.50
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produk layanan 4

73.50

produk layanan 5 73.50
produk layanan 6 79.50
produk layanan 7 79.50
produk layanan 8 37.50
produk layanan 9 37.50
produk layanan 10 79.50
produk layanan 11 79.50
produk layanan 12 79.50
produk layanan 13 43.00
produk layanan 14 79.50
produk layanan 15 79.51
produk layanan 16 79.52
produk layanan 17 79.53
produk layanan 18 79.54
produk layanan 19 79.55
produk layanan 20 79.50
produk layanan 21 79.50
produk layanan 22 67.50
produk layanan 23 79.50
produk layanan 24 79.50
produk layanan 25 79.50
produk layanan 26 79.50
dinas pendidikan dan produk layanan 1 22 50
kebudayaan
produk layanan 2 22.50
produk layanan 3 22.50
produk layanan 4 22.50
produk layanan 5 22.50
dinas perhubungan produk layanan 1 6.00
Disperindag, Koperasi produk layanan 1 10.50
dan UKM
produk layanan 2 10.50
produk layanan 3 10.50
produk layanan 4 10.50
dinas sosial produk layanan 1 39.00
produk layanan 2 39.00
Dinas tenaga kerja produk layanan 1 5.00
daerah
produk layanan 2 5.00
produk layanan 3 5.00
Nilai rata-rata 50.17
Zona kepatuhan Kuning
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Panduan kategorisasi

0-50 Rendah
51-80 Sedang
81-100 Tinggi
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LAMPIRAN 4

Hasil Rekaplitulasi Perolehan Suara Pilkada Sulbar 2017 oleh KPU

Sulbar

: I n Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma 38.01 %

Katta, 5.505., MM
240.055 suara

. 2 ﬂ Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan 23.24%

H. Hasanuddin Mashud, S.Hut
146,769 suara

. 3' ﬁ Ors. H. Al Baal, M.Sidan Hj, Enny 38.76%

Anggraeny Anwar
ey 244,803 suara

100%

631.627 suara

Total

Data Masuk : 2.756 dari 2.756 TPS
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LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI

WAWANCARA BERSAMA DENGAN BAPAK GUBERNUR SULBAR
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WAWANCARA BERSAMA DENGAN TOKOH MASYARAKAT
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WAWANCARA BERSAMA KETUA DPRD SULBAR DAN KEPALA BAPPEDA
SULBAR
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WAWANCARA BERSAMA DENGAN LSM LAKI DAN LIRA
SULBAR
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WAWANCARA BERSAMA DENGAN KPU DAN BAWASLU
SULBAR
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WAWANCARA BERSAMA DENGAN PENGURUS PARPOLTINGKAT
PROV. SULBAR
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WAWANCARA BERSAMA DENGAN AKADEMISI DAN PENGURUS
PARPOL TINGKAT PROV. SULBAR
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LAMPIRAN 6

Profil Singkat Daerah

Presentase gambar pembagian luas wilayah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dalam peta Provinsi Sulawesi Barat
dalam gambar 2 berikut:

Gambar Peta Wilayah Sulawesi Barat

\ | BARAT
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Tabel Gubernur dari Masa ke Masa Provinsi Sulawesi Barat, 2005-

2017
No Foto Mulai Akhir Ket. Wakil
Jabatan Jabatan Gubernur
1
16 Oktober | 21  Oktober | Pejabat
2004 2005 Gubernur
Oentarto Sindung
Mawardi
2
21 Oktober | 14 Desember | Pejabat
2005 2006 Gubernur
Syamsul Arif
Rivai
3
14 Desember | 14 Desember | Defenitif -Amri Sanusi
2006 2016
-Aladin S
Mengga
Anwar Adnan
Saleh
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14 Desember

30 Desember

Pelaksana

2016 an Harian
Gubernur
Ismail Zainuddin
30 Desember | 12 Mei 2017 | Pejabat
2016 Gubernur
Carlo Brix Tewu
12 Mei 2017 | Sekarang Defenitif

Ali Baal Masdar

Enny
Angraeni
Anwar

Sumber: Wikipedia.org
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